BABV
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan persepsi penerapan Sunset Policy dan Tax
Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dapat diambil
beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kurangnya pemahaman Wajib Pagak terhadap suatu kebijakan
dikarenakan kurangnya jangka waktu sosialisasi.

2. Ketersediaan fasilitas kelas intensif Tax Amnesty tidak dimanfaatkan
dengan baik oleh Wajib Pgjak karena ketidaktahuan Wajib Pajak.

3. Kurangnya transparansi pengalokasian dana yang telah diterima,
menyebabkan Wajib Pajak ragu untuk berpartisipasi dalam kebijakan
yang masih baru.

4. Penerapan kebijakan Sunset Policy dapat dikatakan berhasil, dilihat
dari antusiasme Wajib Pgak yang berpartisipasi, dilihat dari
perpanjangan waktu diadakannya Sunset Policy dan dilihat dari
pemahaman AR terhadap kebijakan Sunset Palicy.

5. Peneragpan kebijakan Tax Amnesty periode pertama dapat dikatakan
cukup berhasil. Hal ini dilihat dari antusiasme Wajib Pajak pada
periode pertama sangat besar, namun pemahaman Wagjib Pagak

terhadap kebijakan Tax Amnesty masih kurang..
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5.2 Saran
Setelah mengambil kesimpulan dari hasil analisis pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Surabaya Rungkut, penulis dapat memberikan saran :

1. Dalam mensosialisasikan suatu kebijakan, alangkah baiknya jika
jangka waktunya lebih diperpanjang dan tidak hanya melakukan kelas
intensif Tax Amnesty di KPP Pratama Surabaya Rungkut namun juga
di beberapa tempat yang dapat memungkinkan seluruh Wajib Pajak
dapat mengikuti. Contohnya kelas tersebut diadakan disuatu
universitas yang pesertanya dapat berasal dari seluruh kalangan
masyarakat.

2. Jika pihak KPP mengadakan fasilitas kelas intensif Tax Amnesty
sebaiknya diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui media apapun
sehingga Wajib Pgjak dapat mengetahui adanya fasilitas tersebut.
Melalui banner, social media, media elektronik dan sebagainya.

3. Selain mensosialisasikan kebijakan baru kepada Wagjib Pgjak,
sebalknya KPP Pratama Surabaya Rungkut juga memberikan
informasi mengenai pengalokasian dana yang akan diperoleh dari
kebijakan baru tersebut.

4. Penerapan yang sudah baik ini sebaiknya lebih ditingkatkan lagi jika
nantinya akan diadakan kebijakan baru. Dengan cara lebih baik lagi
dalam penyampaian kebijakan baru tersebut kepada Wajib Pajak.

5. Penelitian persepsi penerapan Sunset Poicy dan Tax Amnesty di KPP
Pratama Surabaya Rungkut dapat ditindaklanjuti dengan penelitian

penerpan Tax Amnesty periode kedua dan periode ketiga.
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